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ABSTRAK

PENERAPAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI
INFERIORI PADA PASAL 28 HURUF A UUD 1945 TERHADAP PASAL
10 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI

MUHAMMAD ALIP AL RAPI

Didalam sistem hukum Indonesia terdapat hirarki perundang-undangan yang diatur
di dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Bedasarkan asas lex superior derogat legi inferior apabila terdapat
pertentangan antar hukum secara hirarki, maka peraturan yang lebih rendah akan
dikesampingkan. Pasca UUD-1945 di-amandemen hak asasi manusia baru diatur
terutama mengenai hak hidup pada Pasal 28 huruf A. Namun, di lain sisi hukuman
mati masih diterapkan berdasarkan ide dari Pasal 10 KUHP. Kedua peraturan yang
memiliki kedudukan berbeda secara hirarki tersebut menjadi pokok permasalahan
dalam penelitian ini. Antara lain, bagaimanakah penerapan asas lex superior derogat
legi inferiori pada Pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam UUD-1945 pasca
amandemen terhadap Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati dan bagaimanakah
kedudukan Pasal 10 KUHP terhadap Pasal 28 huruf A Hak Hidup dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Penelitian ini
adalah jenis penelitian hukum normatif yang menekankan pada elaborasi teks
perundang-undangan dan literatur hukum dan bahan-bahan hukum lainnya, dan
menggunakan metode kualitatif guna mencari kedalaman makna . Hasil dari
penelitian ini adalah penerapan asas lex superior derogat legi inferior pada Pasal 28
huruf A terhadap pasal 10 KUHP tidak dapat mengesampingkan pasal yang lebih
rendah. Yaitu pasal 10KUHP tentang Hukuman Mati. Hal tersebut dikarenakan
UUD-1945 memberikan pijakan agar hukuman tersebut dapat berlaku, serta
kedudukannya yang lebih rendah tidak dapat membuat pasal tersebut dapat
dikesampingkan karena berbagai alasan.

Kata Kunci : Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Hirarki Norma, Hak
Hidup, Hukuman Mati.



ABSTRACT

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LEX SUPERIOR DEROGAT
LEGI INFERIORI TO ARTICLE 28A OF THE 1945 CONSTITUTION IN
RELATION TO ARTICLE 10 OF THE INDONESIAN PENAL CODE ON

THE DEATH PENALTY

MUHAMMAD ALIP AL RAPI

In the Indonesian legal system, there is a hierarchy of legislation regulated under
Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. Based on
the principle of lex superior derogat legi inferiori, when a conflict arises between
laws in the hierarchy, the lower-ranking regulation shall be set aside. Following
the amendment of the 1945 Constitution, human rights—particularly the right to
life—are newly regulated, as seen in Article 28A. On the other hand, the death
penalty remains in effect, based on the provisions of Article 10 of the Indonesian
Penal Code (KUHP). The conflict between these two provisions, which hold
different hierarchical positions, becomes the central issue of this research.
Specifically, this study seeks to answer: how is the principle of lex superior derogat
legi inferiori applied to Article 28A of the amended 1945 Constitution in relation to
Article 10 of the Penal Code concerning the death penalty, and what is the legal
standing of Article 10 of the Penal Code in light of Article 28A on the Right to Life
in the amended 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? This research is a
normative legal study that focuses on the elaboration of statutory texts, legal
literature, and other legal materials. It employs a qualitative method to seek deeper
meaning and interpretation. The findings of this research indicate that the
application of the lex superior derogat legi inferiori principle from Article 28A to
Article 10 of the Penal Code cannot invalidate the lower provision, i.e., the death
penalty article. This is because the 1945 Constitution provides a legal basis for the
application of the death penalty, and its lower hierarchical status alone does not
warrant its dismissal for various legal and contextual reasons.

Keywords: Lex Superior Derogat Legi Inferiori Principle, Norm Hierarchy, Right
to Life, Death Penalty.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kajian ilmu hukum terdapat banyak asas yang merupakan prinsip-
prinsip dasar dalam kajiannya, secara general asas hukum dapat diinterpretasikan
sebagai sebuah pikiran dasar yang bersifat umum serta melatarbelakangi untuk
wujudkan-nya sebuah undang-undang maupun untuk menguji undang-undang
tersebut, dan baik asas tersebut tertuang di dalam suatu peraturan hukum positif
maupun tidak, contoh asas yang tertuang dalam hukum positif adalah asas legalitas
dalam hukum pidana yang tak lain tertuang di-dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, dan ada pula asas yang tidak tertuang dalam hukum positif

dan biasa disebut dengan adagium saja.

Asas hukum dapat dibedakan secara sifat yakni generik (umum) maupun
spesial (khusus), salah satu contoh asas yang bersifat umum adalah lex superior
derogat legi inferiori,> asas tersebut memiliki pengertian umum secara sifat
dikarenakan spektrum penerapan-nya dalam melihat perundang-undangan yang
luas secara vertikal berdasarkan hirarkinya, dan tidak memiliki sifat khusus yang
hanya melihat dalam satu bidang hukum saja seperti asas praduga tak bersalah yang

memiliki lingkup dalam hukum pidana dan hukum acara.

! Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami
Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum, Pertama (Katalog Dalam Terbitan, 2021). him.101.
2 Ibid., him.102.



Dalam beberapa hal, asas lex superior derogat legi inferior seringkali
digunakan untuk menguji maupun menimbang koherensi norma-norma yang akan
ataupun telah berlaku (diundangkan) agar tidak terjadi tumpang-tindih terhadap
norma-norma tersebut.® Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga koherensi

atau keselarasan di dalam hirarki perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri hirarki atau status dan kedudukan dari suatu undang-
undang tertera dan serta diatur dalam undang-undang, pertama-tama pada
Ketetapan MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang Memoradum DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan
Republik Indonesia, lalu diatur lebih lanjut kemudian kedalam Pasal 7 Undang-
Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
pada pasal 7 ayat (1) terdapat urutan susunan perundang-undangan berdasarkan

hirarkinya antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

® Irfani Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan,
Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Legislasi
Indonesia 16, no. 3 (2020).



Lalu selanjutnya di Pasal 7 ayat (2) menjelaskan: “setiap hukum peraturan
perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dijelaskan pada pasal
(1)”. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah pengejawantahan dari asas lex superior
derogat legi inferiori yang tertuang di dalam hukum positif di Indonesia

sebagaimana tertulis pada Pasal 7 ayat (2) tersebut.

Jika melihat urutan hirarki perundang-undangan yang tertera berdasarkan
Undang-Undang tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara
republik Indonesia atau seringkali diumpamakan dengan sebutan “konstitusi”
memiliki kedudukan paling atas dalam hirarki perundang-undangan, karena sesuai
dengan arti dan makna-nya secara terminologi yang merupakan serapan dari kata
kerja dari bahasa Prancis “constituer” yang berarti “membentuk” dan yang

dibentuk merupakan suatu tatanan serta tujuan dalam suatu negara.*

Dari paragraf sebelumnya, kita dapat meninjau bahwa konstitusi merupakan
sebuah dasar dalam membentuk sebuah tatanan kenegaraan khusus-nya ikhwal
perundang-undangan, dan bila dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah dijelaskan
sebelumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki
kedudukan ter-atas pada hirarki Perundang-undangan di Indonesia, dan memilki
arti suatu undang-undang yang berada dibawah-nya tidak boleh bertentangan

dengan undang-undang dasar sebagai konstitusi sebuah negara.

* Syafriadi Syafriadi, “Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham

Konstitusionalisme,” UIR Law Review 1, no. 1 (2017).



Peran sentral suatu konstitusi pada sebuah negara inilah yang akan
mendeterminasi atau menentukan suatu sistem kenegaraan dan tujuan negara
terutama menjamin hak dan kewajiban dari setiap orang maupun warganegara-nya
dalam hal ini hak asasi manusia. Indonesia sendiri sebelum amandemen Undang-
Undang Dasar 1945, hak asasi manusia (HAM) tidak diatur secara eksplisit di
dalam undang-undang dasar tersebut, mungkin ini yang menjadi akar permasalahan
pada masa kelam rezim orde baru yang secara arbitrer melakukan tindakan seperti
penculikan dan penghilangan nyawa bahkan tanpa melalui prosedur dan proses
pengadilan yang sah, terhadap orang yang di anggap menentang atau mengusik

rezim pemerintahan kala itu.®

Kemudian pasca tumbangnya rezim orde baru tersebut, barulah muncul
semacam diskursus publik mengenai hak asasi manusia, yang pada akhirnya
membawa Indonesia untuk mulai mengambil pemikiran dunia mengenai hak asasi
manusia, dan memilih Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM)
PBB untuk diratifikasi kedalam konstitusi Indonesia dalam hal ini adalah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¢

Ada dua hal yang menjadi alasan dimuatnya dan diaturanya hak asasi manusia
dalam konstitusi yang merupakan Undang — Undang Dasar terebut menurut Agus
riewanto yaitu: “pertama, desakan dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang

menginginkan pencantuman dan pengakuan atas hak asasi manusia kedalam

5 Rahmansyah Fadhul Al karim Rambe, Akhyar Al Khoir, and Hamdan Sudirman
Marpaung, “Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia,”
Journal on Education 06, no. 02 (2024).

6 -

Ibid.



konstitusi karna sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup menjamin
mengenai hak asasi manusia. Lalu kemudian, yang kedua, adalah desakan dari
masyarakat global yang khawatir melihat keadaan hak asasi manusia di Indonesia,
khususnya dalam era kepemimpinan orde baru yang banyak melanggar hak asasi

manusia dengan dalih keamanan negara.’

Salah satu hak asasi yang dimuat dalam undang-undang dasar negara tersebut.
diantaranya adalah hak untuk hidup yang tertera dalam pasal 28 huruf A yang
berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya”. Jaminan ini memberikan landasan konstitusional yang kuat
untuk memproteksi hak hidup tiap individu dari tindakan negara maupun pihak lain

yang mengancamnya.

Disisi lain daripada itu. Indonesia merupakan negara yang masih
mengimplementasikan hukuman mati, hukuman mati di Indonesia merupakan salah
satu warisan dari kolonial Belanda.? Jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia
ide mengenai dasar dari hukuman mati adalah Pasal 10 KUHP.® Pasal ini memuat
dan membagi jenis-jenis pidana menjadi dua bagian yaitu pidana pokok dan pidana
tambahan. Dalam pasal tersebut. hukuman mati termasuk kedalam kategori
hukuman pokok, yang seakan memiliki konflik jika dihadapkan dengan pasal 28

huruf A tentang Hak Hidup dalam UUD 1945 pasca amandemen. Terlebih lagi di

” Agus Riewanto, dkk, Hukum Tata Negara, Ed.1, Cet. (Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2023)., him. 436.

8 Agatha Jumiati dan Ellecrananda Anugerah Ash-shidiqqi, “Asas Kepastian Hukum
Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia,” Jurnal lus Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan
Keadilan) 6, no. 16 (2022).

° Rohmatul izad, “Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika
Deontologi,” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 1, no. 1 (2019).



kalangan beberapa aktivis HAM mengatakan bahwa hukuman tersebut tidak bisa
di-implementasikan, karena pemahaman bahwa hak hidup tidak dapat dicabut oleh

siapapun.™

Berdasarkan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki
susunan perundang-undangan yang bersifat hirarkis dan berdasarkan asas lex
superior derogate legi inferior peraturan berdasarkan susunannya tersebut tidak
boleh bertentangan satu sama lain. Telah diketahui pula bahwa pasal 28 huruf A
tentang Hak Hidup yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 memiliki
kedudukan paling tinggi dalam hirarki perundang-undangan sedangkan pasal 10
KUHP tentang hukuman mati merupakan undang-undang yang kedudukan-nya
lebih rendah pada hirarkinya, namun secara kasat mata tampak pertentangan antara
kedua pasal tersebut, yang menimbulkan pertanyaan bagaimanakah asas lex
superior derogate lex inferior dapat diterapkan pada kedua pasal tersebut, serta
bagaimana kedudukan antara keduanya, mengingat bahwa kedua pasal tersebut
dianggap bertentangan. Oleh karena beberapa alasan tersebut peneliti tertarik untuk
membahas topik tersebut dalam penelitian ini yang berjudul: PENERAPAN ASAS
LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI PADA PASAL 28 HURUF A

UUD 1945 TERHADAP PASAL 10 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI.

19 Bungasan Hutapea, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana
Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1st ed. (Jakarta Selatan: Percetakan
Pohon Cahaya, 2016). him. 37.



B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang yang sudah dijabarkan sebelumnya penulis akan

mendapati dua (2) rumusan permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan asas lex superior derogat legi inferiori pada Pasal
28 huruf A tentang Hak Hidup dalam UUD-1945 pasca amandemen
terhadap Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati?

2. Bagaimanakah kedudukan Pasal 10 KUHP terhadap Pasal 28 huruf A
tentang Hak Hidup dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 pasca amandemen?
C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini memiliki fokus pada penerapan asas lex
superior derogat legi inferior pada pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam
UUD 1945 terhadap pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati, serta melihat
kedudukan Pasal 10 KUHP tentang hukuman mati secara vertikal dalam hirarki
perundang-undangan setelah lahirnya pasal 28 huruf A mengenai hak hidup

setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
D. Tujuan dan Manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas lex superior derogate legi
inferiori pada Pasal 28 huruf A UUD 1945 terhadap Pasal 10KUHP tentang

hukuman mati.



2. Untuk mengetahui kedudukan Pasal 10 KUHP tentang hukuman mati terhadap

pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar-1945 pasca di amandemen.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis khususnya pada
ilmu hukum, dalam kaitannya dengan penerapan asas lex superior derogat
legi inferiori pada hirarki perundang-undangan untuk melihat serta
mengetahui koherensi berdasarkan hirarki yang telah ditentukan sehingga
tidak bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya terutama antara
Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati terhadap Pasal 28 huruf A Undang-

Undang Dasar 1945 setelah di-amandemen.

b. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan penelitian dapat memberikan suatu manfaat
secara langsung untuk mengerahkan ataupun memotivasi lembaga pemilik
wewenang maupun akademisi untuk menguji serta menjelaskan secara
eksplisit mengenai penerapan asas lex superior derogat legi inferior dan
kedudukan pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati pada praktiknya setelah
lahirnya Pasal 28 huruf A tentang Hak Hidup dalam Undang-Undang Dasar
1945 setelah di amandemen terkait dengan penerapan asas lex superior

derogat legi inferiori.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menjelaskan mengenai kerangka konseptual menjadi penting untuk
mula-mula mendefinisikannya, kerangka konseptual merupakan susunan yang
komprehensif atau menyeluruh dari beberapa konsep yang digunakan dalam
penelitian, guna mengkonstruksi satu wawasan untuk dijadikan landasan dalam

penelitian.** Berikut adalah konsep-konsep yang akan dijelaskan dibawah:
1. Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior.

Asas ini biasa aplikasikan untuk melihat koherensi dalam hirarki perundang-
undangan secara vertikal, dan jika terdapat inkoherensi dalam suatu peraturan
perundang-undangan maka yang diutamakan adalah undang-undang yang lebih
tinggi berdasarkan hirarkinya,'? berdasarkan penjelasan tersebut asas ini lebih
mengutamakan undang-undang tertinggi jika terdapat pertentangan. Dalam
konteks penelitian ini, asas lex superior derogate legi inferiori adalah sebagai
alat analisis guna mengetahui bagaimanakah asas a quo jika diterapkan ke dalam
pertentangan antara pasal 28 huruf A UUD 1945 tentang Hak Hidup terhadap

pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati.
2. Pasal 28 huruf A tentang Hak hidup Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 huruf A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
adalah sebuah pasal yang tertuang di dalam konstitusi Indonesia mengenai hak

asasi manusia (HAM) yang lahir pasca amandemen, pasal ini mengatur

1 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press,
2020). him. 42.
12 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Op. Cit., him.146.



10

mengenai Hak Asasi Manusia terkhususnya hak untuk hidup, dan memiliki
bunyi; “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup

dan kehidupannya”.

3. Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati

Pasal 10 KUHP merupakan salah satu peraturan yang tertuang didalam buku
pertama Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur
dan membagi terkait jenis-jenis pidana pokok serta pidana tambahan dan
hukuman mati tercantum di pasal tersebut sebagai jenis pidana pokok pasal ini
juga dapat disebut sebagai ide dasar dari penerapan hukuman mati di dalam

sistem hukum di Indonesia.*®

F. Review Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Review penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk menganalisa,
mempresentasikan, dan menilai hasil dari penelitian sebelumnya yang
memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selain hal tersebut, disini peneliti
akan menampilkan seperti apa penelitian yang telah dilakukan tersebut
membentuk landasan bagi dalam penelitian ini, meninjau kekosongan serta
kekurangan, dan menjelaskan seperti apa penelitian ini bisa melengkapi
kekosongan tersebut dan atau memberikan sesuatu kebaruan dalam penelitian

ini. Berikut adalah table dari review penelitian terdahulu yang relevan:

B Tim ICJR, Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Icjr,
vol. 1 (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017). him.3.



Table 1 Penelitian terdahulu yang relevan

11

Pemberlakuan

No | Nama dan Tahun Judul Metode Pembahasan
Penelitian penelitian
1 | Askari Razak, | Pidana Mati | Penelitian ini | Penelitian ini
20221 dalam menggunakan | melihat isu hak asasi
Perspektif metode manusia  sesudah
Hak  Azasi | normatif dan | amandemen
Manusia konseptual. konstitusi yang
Menurut menjadi isu krusial
Konstitusi
Indonesia
2 | Herliana Heltaji, | Dilema Hak | Penelitian ini | Penelitian ini
2021.° Asasi menggunakan | berfokus pada
Manusia dan | metode penerapan pidana
Hukum Mati | Yuridis - | mati melalui sudut
dalam normatif pandang hak asasi
Konstitusi manusia
Indonesia
3 | Fadilla Amarani | Tinjauan Penelitian ini | Penelitianini
Shola, 2023.% Hukum menggunakan | membahas
Positif ~ dan | metode mengenai
Hak  Asasi | yuridis- peninjauan atas
Manusia normatif. pemberlakuan
terhadap hukuman mati di

Indonesia dari

Indonesia,” Pamulang Law Review 4, no. 2 (2021).

4 Askari Razak, “Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi
Indonesia,” Pleno Jure 11, no. 1 (2022).
> Herliana Heltaji, “Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi

18 Fadilla Amarani Shola, “Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap
Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Kebijakan 1, no. 1 (2023).
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Hukuman pandangan hukum
Mati di positif dan hak asasi
Indonesia manusia

G. Metode Penelitian

Dalam sub bab metode penelitian ini penulis akan menjabarkan terkait
dengan metode yang digunakan oleh penulis pada skripsi atau karya ilmiah
ini, yaitu antara lain jenis penelitian, sumber data yang dipakai pada penelitian,

metode pengumpulan data, sistematika penulisan, serta analisa data.

1. Jenis penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki jenis penelitian hukum normatif, jenis
penelitian ini dapat dikatakan pula sebagai penelitian hukum doktrinal karena
dilaksanakan dengan meninjau studi pustaka maupun peraturan tertulis, dan
oleh karna itu dapat dikatakan bahwa ini merupakan penelitan hukum
kepustakaan, karna penelitian ini lebih banyak mengeksplorasi data yang

memiliki sifat sekunder atau yang ada di perpustakaan.*’

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini memuat beberapa beberapa bahan hukum yang akan digunakan,

antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Y Muhaimin, Op. Cit., him.46.
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Bahan hukum primer pada penelitan ini meliputi undang-undang,
peraturan, ataupun norma yang terkandung dalam hukum positif di
Indonesia. Yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang No.12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder secara khusus dapat dikatakan sebagai bahan
hukum yang memiliki fungsi untuk mengupayakan pembacaan lebih lanjut
pada bahan hukum primer guna memperjelas serta mendukung bahan
hukum primer tersebut.*® bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu,
literatur, jurnal, doktrin ataupun pendapat para ahli yang memiliki korelasi
dengan penerapan asas lex superior derogat lex inferior dalam melihat
hirarki perundang-unadangan pada hukum positif terutama yang
menyangkut konstitusi beserta sumber-sumber yang memiliki keterkaitan
dan relevansi dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier.
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat melengkapi
upaya elaboratif lebih lanjut untuk kedua bahan hukum sebelumnya (primer
dan sekunder).?® Bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis

dalam penelitian ini antara lain ensiklopedi, kamus hukum, internet, Kamus

'8 David tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” NUSANTARA: Jurnal limu Pengetahuan Sosial 8, no. 5
(2021).

19 |bid.
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Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain sesuai kebutuhan yang akan

diperlukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Penulis akan mengorganisir data penelitian ini melalui studi kepustakaan,
dan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi atau relevansi dengan
penelitian ini yang bersumber dari bahan hukum primer antara lain perundang-
undangan yang terdapat pada hukum positif Indonesia sesuai dengan
kebutuhan penelitian, kemudian bahan hukum sekunder yang berfungsi
sebagai upaya elaborasi untuk memperjelas bahan hukum primer antara lain
literatur hukum, doktrin, jurnal ilmiah dll, dilanjutkan dengan menambahkan
bahan hukum tersier guna lebih memperjelas bahan-bahan hukum sebelumnya
(primer dan sekunder), bahan hukum tersier yang akan digunakan antra lain
adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum, maupun kamus besar Bahasa

Indonesia.?°

4. Teknik Analisis Data

Bahan yang diorganisir dan didapatkan melalui 3 (tiga) jenis bahan hukum
primer, sekunder, serta tersier tersebut kemudian akan di analisis dengan
metode kualitatif guna meneliti kedalaman suatu makna dalam penelitian ini

dan analisa kualitatif dilakukan melalui perantaraan interpretasi manusia,

2 Muhaimin, Op. cit., him. 65.



15

Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengkonstruksikan pengetahuan

terhadap suatu pokok tertentu yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini.*

H. Sistematika Penulisan

Penelitan skripsi ini akan memuat 4 bab, dan tiap-tiap isi dari bab tersebut akan

dijelaskan dalam sub bab berikut. Antaralain :

BAB | Pendahuluan

Dalam bab ini penulis memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah,
ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, menjabarkan kerangka konseptual
mengenai konsep yang digunakan, menjelaskan mengenai metode penelitian

yang akan digunakan , serta merunut sistematika penulisan.

BAB Il Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan mendefinisikan permaslahan berdasarkan tinjauan
pustaka untuk mengidentifikasi permasalahan, dan menyajikan pula tentang
konsep-konsep yang hendak diteliti secara spesifik. Yaitu tentang penerapan
asas lex superior derogat lex inferior, Pasal 28 Huruf A tentang Hak Untuk

Hidup dalam UUD-1945, serta Pasal 10 KUHP tentang Hukuman Mati.

BAB Il Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu,
pertama, bagaimanakah penerapan asas lex superior derogate lex inferior pada

Pasal 28 huruf A UUD-1945 pasca amandemen terhadap Pasal 10 KUHP

2! bid.
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tentang Hukuman Mati. yang kedua, Bagaimanakah kedudukan Pasal 10 KUHP

terhadap Pasal 28 huruf A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 setelah di-amandemen.

BAB IV Penutup

Pada bab penutup dan akhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran

sesuai hasil penelitian yang telah dikaji.
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